4.1

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai

Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya pada tanggal 9 - 11

September 2025 dapat disimpulkan :

1.

4.2

Kegiatan PKPA ini memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk
memperoleh pemahaman mengenai tugas, fungsi dan peran BPOM dalam
mengawasi obat, makanan dan kosmetik sehingga dapat memperoleh
gambaran tentang mekanisme pengawasan yang diterapkan.

Melalui studi kasus dan diskusi dapat melatih kemampuan analisis calon
apoteker sehingga dapat memahami penyelesaian permasalahan di bidang

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan regulasi.

Saran

Saran terkait Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan

bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Surabaya, yaitu:

1.

Balai POM di Surabaya diharapkan dapat lebih meningkatkan penyampaian
informasi dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait public
warning, publikasi mengenai obat dan makanan berbahaya, serta kegiatan
edukasi kepada masyarakat.

Balai POM di Surabaya diharapkan menambah jumlah sumber daya
manusia sehingga pengawasan mutu obat dan makanan, terutama pada
target pengujian produk, dapat terlaksana dengan optimal.

Program PKPA mahasiswa apoteker di Balai POM Surabaya sebaiknya
dijadwalkan dengan durasi yang lebih panjang agar mahasiswa memiliki
kesempatan lebih luas untuk menggali informasi dan berpartisipasi secara

maksimal.
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